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Abstrak: Upaya penegakan hukum pidana lingkungan dalam 
menanggulangi kerugian Negara meliputi penegakan hukum dalam arti 
luas berupa peningkatan kualitas pembangunan dan penegakan hukum 
tidak semata-mata menjadi tanggung jawab para aparat penegak hukum 
dan lembaga pengadilan, tetapi juga menjadi pusat perhatian dan 
tanggung jawab semua aparat dan pemegang peran di seluruh bidang 
kehidupan (pemerintahan, politik, ekonomi, perdagangan, perbankan, 
pertahanan-keamanan dan sebagainya) termasuk masyarakat. Tindak 
pidana lingkungan tidak hanya menyebabkan Kerugian secara materi 
(ekonomi) disamping itu juga dapat bersifat ancaman kerusakan yang 
potensial baik terhadap lingkungan hidup ataupun kesehatan umum.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pidana Lingkungan, Kerugian 
Negara
PENDAHULUAN
Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa 
yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap 
dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup 
lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri 
(Kementerian Lingkungan Hidup, 2004:29). Lingkungan hidup adalah 
ruang yang ditempati oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. 
Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu tidak berdiri sendiri dalam 
proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama 
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lainnya. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling 
ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang di 
dalamnya mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai 
satu kesatuan yang tidak dapat dibicarakan secara terpisah.
Lingkungan hidup harus dipandang secara menyeluruh dan 
mempunyai system yang teratur serta diletakkannya semua unsur di 
dalamnya secara setara. Pembaharuan dan pembangunan telah 
membawa banyak bencana bagi lingkungan hidup dan kemanusiaan, 
dalam hal ini, lingkungan hidup ditafsirkan secara konvensional. 
Lingkungan hidup dianggap sebagai objek. Sudut pandang ini 
memandang dan menempatkan lingkungan hidup sebagai objek yang juga 
berarti kekayaan dan dapat dimanfaatkan untuk semata menunjang 
pembangunan, akibatnya keadaan alam dan lingkungan saat ini telah 
menjadi kian parah dari masa ke masa.
Saat ini, terdapat isu global tentang pemanasan global yang 
melanda bumi. Indonesia sendiri sebagai negara berkembang saat ini 
tercatat sebagai Negara penghancur hutan tercepat di dunia (Kompas, 4 
Mei 2007). Eksploitasi alam dan lingkungan di Indonesia untuk 
kepentingan modal dengan dalih pembangunan dapat dirasakan sejak 
rezim Orde Baru berkuasa, wilayah peruntukan Indonesia telah dibagi 
berdasarkan kepentingan modal.
Dampak dari berbagai kegiatan yang bersifat eksploitasi tersebut 
paling besar dirasakan oleh masyarakat sekitar, misalnya seperti yang 
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dialami oleh Masyarakat adat Amungme dan Komoro di Papua, di wilayah 
ini terdapat operasi pertambangan emas dan tembaga yang berlangsung 
lama dengan skala eksploitasi besar, menyebabkan musnahnya ekologi 
wilayah setempat diantaranya pencemaran sungai dan danau, hilangnya 
hutan dan keragaman hayati didalamnya, hujan asam, pengaruh terhadap 
kesuburan tanah. Hal lain juga menyebabkan hilangnya keragaman 
budaya masyarakat setempat karena musnahnya ekosistem masyarakat 
adat (M. Ridha Saleh, 2004). Selain eksploitasi sumber daya alam yang 
menjadi-jadi, kerusakan lingkungan hidup di Indonesia juga disebabkan 
oleh pola hidup dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang kurang 
menghargai lingkungan belakangan ini. Contoh sederhananya adalah 
kebiasaan membuang sampah sembarangan yang menyebabkan sampah 
bertumpuk tak teratur, bahkan di TPS (Tempat Pembuangan Sampah) 
sendiri. Sekitar tahun 2006 lalu misalnya terdapat kejadian bencana 
berupa longsor sampah di Bogor. Hal ini merupakan yang pertama kalinya 
di dunia dan jelas hal tersebut terjadi akibat kesalahan manusia sendiri. 
Kerusakan lingkungan hidup telah memberi efek yang menyengsarakan 
bagi kehidupan.
Kerusakan Lingkungan hidup di Indonesia, semakin hari semakin 
memprihatinkan. Bahkan, telah membahayakan hidup dan kehidupan 
setiap makhluk hidup di dalam dan sekitarnya. termasuk kehidupan 
generasi di masa datang. Padahal, hakekat lingkungan hidup merupakan 
kehidupan yang melingkupi tata dan nilai-nilai kehidupan yang ada di 
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dalamnnya. Tata dan nilai yang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup 
dan sumberdaya alam dan keadilan sosial bagi kehidupan manusia atas 
HAL (Hak Atas Lingkungan) saat ini dan generasi yang akan datang. 
Demikian pula yang perlu dipertegas adalah Lingkungan hidup harus 
dipandang dan diperlakukan sebagai subyek, dikelola untuk kehidupan 
berkelanjutan bukan semata-mata untuk pertumbuhan pembangunan.
Perkembangan permasalahan lingkungan yang semakin parah dari 
waktu ke waktu seakan tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang 
memadai, walaupun segala peraturan telah dibuat mulai dari undang-
undang dasar yang menjamin hak atas lingkungan. Kaidah dasar yang 
melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia 
bahkan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 
Alinea ke-4 yang berbunyi: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk 
suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan 
kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara 
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, 
Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat 
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Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi 
Seluruh Rakyat Indonesia”
Pembukaan UUD 45 tersebut menegaskan kewajiban negara dan 
tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber alam 
Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat 
manusia. Pemikiran tersebut lebih dijabarkan lagi dalam Pasal 33 ayat (1) 
sebagai berikut: “...Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat”
Ketentuan tersebut membawa konsekuensi sebagai titik awal 
ketetapan konstitusional dalam sistem kenegaraan Indonesia yang 
menjadi dasar acuan untuk perlindungan terhadap lingkungan hidup di 
Indonesia. Pemerintah pun mulai mengambil langkah dengan membuat 
kebijakan untuk penegakan hukum lingkungan hidup ini. Dimulai dengan 
lahirnya UU No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat prinsip-prinsip pengelolaan 
lingkungan hidup yang berfungsi memberikan arahan (direction) bagi 
sistem hukum lingkungan nasional, dan setelah 15 tahun akhirnya 
undang-undang ini pun dicabut karena dianggap kurang sesuai agar 
terwujud pembangunan berkelanjutan seperti apa yang dicitakan. Undang-
Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup UU. No 4 Tahun 1982 
yang telah diganti oleh UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (UUPLH) kemudian diganti oleh UU No 32 Tahun 2009 
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tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) 
dengan alasan menyesuaikan perkembangan zaman demi terciptanya 
sustainable development, hingga ke peraturan daerah masing-masing 
propinsi maupun kabupaten seluruh Indonesia mengatur mengenai 
masalah lingkungan, tidak tanggung-tanggung bahkan terdapat pula 
penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat di dalamnya, pidana yang 
seharusnya merupakan ultimum remedium dalam penegakan hukum 
dalam kasus hukum lingkungan ini pun dikedepankan fungsinya menjadi 
primum remedium karena dianggap paling efektif dalam menangkal kasus-
kasus perusakan lingkungan. Perlunya penggunaan sanksi pidana 
menjadi primum remedium karena pada saat penggunaan sanksi pidana 
menjadi sampingan atau ultimum remedium dalam penyelesaian masalah 
pencemaran lingkungan hidup, telah menimbulkan beberapa kelemahan.
Penegakan hukum di bidang lingkungan menurut Keith Hawkin, 
(Dalam Koesnadi Hardjasoemantri) bahwa penegakan hukum lingkungan 
pada dasarnya dapat dilihat dari dua sistem atau strategi yang berkarakter 
pembenahan peraturan dan pemberian sanksi (sanctioning dengan penal 
style). Oleh karena itu merupakan suatu keharusan dalam pengaturan 
mengenai lingkungan dimasukkan ketentuan pidana di dalamnya agar 
penegakan hukum lingkungan itu sendiri dapat berjalan secara efektif. 
Walaupun sanksi pidana telah dimasukkan, namun penegakan hukum di 
bidang lingkungan ini belum juga mencapai hasil yang optimal. Potret 
penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada kenyataannnya tidak 
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menunjukkan kecenderungan semakin membaik, bahkan yang terjadi 
adalah sebaliknya. Berdasarkan laporan ICEL (Indonesian Centre of 
Environmental Law) indikator makin suramnya penegakan hukum 
lingkungan, antara lain, diperlihatkan dengan gagalnya berbagai upaya 
penegakan hukum lingkungan yang diprakarsai pemerintah ataupun 
mayarakat. Krisis ekonomi yang terjadi serta kebijakan investasi yang 
tidak dilengkapi dengan upaya perwujudan prinsip-prinsip good 
sustainable development governannce justru melahirkan kebijakan yang 
mendukung dilakukannya eksploitasi sumber daya alam. Kebijakan 
pertambangan di areal hutan lindung misalnya, justru melahirkan prinsip 
transgenetik yang mengabaikan ‘prinsip kehati-hatian.
I.S Susanto (1992) menyimpulkan, bahwa terdapat minimal empat 
dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum lingkungan 
yaitu adanya Undang-undang lingkungan secara nyata, pelanggar 
hukumnya sendiri, korban (masyarakat), dan aparat penegak hukum, 
dimana keempat dimensi tersebut bersifat saling mempengaruhi dan 
berlangsung dalam satu wadah struktur politik, sosial, ekonomi, dan 
budaya pada keadaan tertentu. Pada dasarnya (basic), pengertian 
pemidanaan dalam suatu peraturan perundang-undangan sangat penting. 
Hal ini telah dimasukkan dalam undang-undang penegakan hukum 
lingkungan dengan adanya ketentuan pidana yang tercakup dalam 
undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pandangan 
penulis, pengertian filosofis suatu peraturan perundang-undangan harus 
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dapat tercermin dalam hukum secara nyata, terlebih dalam konsep 
pemidanaan seperti disebut di atas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(UUPPLH) telah memasukkan ketentuan-ketentuan pidananya dalam Bab 
XV, yang terdiri dari 8 (delapan) pasal, dimulai dari Pasal 97 sampai 
dengan Pasal 120 UUPPLH. Ketentuan-ketentuan pemidanaan ini jauh 
lebih banyak, lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan ketentuan-
ketentuan pemidanaan dalam UU Nomor 4 Tahun 1982 dan UU Nomor 23 
Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang lama. 
Penegakan hukum lingkungan sebagai suatu tindakan dan/atau 
proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada 
ketentuan, peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan-
persyaratan lingkungan. Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah 
menegaskan 3 (tiga) langkah penegakan hukum secara sistematis, yaitu 
mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan atau melalui pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana 
lingkungan hidup.
Konsekwensi dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 
yaitu adanya kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara lingkungan 
hidup guna mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan. Adanya kewajiban untuk melindungi lingkungan 
hidup tersebut berarti bahwa lingkungan hidup dengan segala 
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sumberdayanya merupakan kekayaan yang dapat digunakan setiap 
orang, dan karena itu harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan 
generasi mendatang. Perlindungan lingkungan hidup dan sumberdaya 
alamnya mempunyai tugas ganda, yaitu melayani kepentingan 
masyarakat secara keseluruhannya dan kepentingan individu.
Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah perusakan 
lingkungan akibat pembangunan diwujudkan melalui perumusan sanksi 
pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua 
alasan diperlukannya sanksi pidana, yaitu: Pertama, sanksi pidana selain 
dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk 
melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati 
harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar 
tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi. Kedua, 
pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa 
takut kepada pencemar potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana 
penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau 
rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa 
yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan.
Penegakan hukum lingkungan kepidanaan didasarkan kepada asas 
legalitas, baik aspek materiel maupun aspek formalnya. Kegiatan 
penegakan hukum lingkungan kepidanaan hanya sah bila substansi 
materiilnya didasarkan pada pasal-pasal pidana lingkungan hidup yang 
sebagian besar bertebaran di luar KUHP, dan kegiatan penegakan 
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dilakukan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana, serta berpedoman kepada Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 
M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP. 
Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan kepidanaan dalam praktek di 
lapangan bermula dari kegiatan pengumpulan bahan keterangan 
(penyelidikan), dilanjutkan dengan kegiatan penyidikan, Penuntutan, 
Putusan Hakim dan eksekusi putusan hakim, harus pula memperhatikan 
sifat-sifat khas dan kompleksitas dari suatu kasus lingkungan hidup. 
Karena itu, sesuai dengan asas pengelolaan lingkungan hidup, maka 
penegakan hukum lingkungan kepidanaan juga dilakukan secara terpadu 
dan terkoordinasi dengan aparat sektoral, terutama yang berwenang 
dalam bidang penerbitan izin, pengawasan, pemantauan lingkungan dan 
penegakan hukum lingkungan administratif.
Hukum lingkungan kepidanaan dapat berdayaguna, tidak hanya 
ditentukan oleh sanksi pidananya, tetapi juga oleh konsep 
pertanggungjawaban pidana yang berlaku. Konsep pertanggungjawaban 
pidana menjadi penting, sebab masalah pencemaran/perusakan 
lingkungan bisa terjadi (bersumber) dari kegiatan-kegiatan badan-badan 
usaha (pengembang) yang di dalamnya terlibat banyak orang dengan 
berbagai tingkatan tugas dan tanggungjawab pekerjaan. Dalam hal ini 
perlu dikembangkan konsep tanggung jawab korporasi (corporate liability).
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Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang 
kompleks dan menarik untuk dikaji mendalam, berdasarkan hal 
tersebutlah penulis berkeinginan untuk menelusiri lebih lanjut. 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Ruang Lingkup Hukum Pidana Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang tindak pidana dalam 
Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Disamping undang-undang ini, ada 
pula perundang-undangan pidana lingkungan yang diatur dalam undang-
undang sektoral, yaitu antara lain; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 
Tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1962 
tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum, Undang-Undang 
Nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
(disebut Undang-Undang Konservasi Hayati), Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1992 tentang Pelayaran, Perda Provinsi dan Kabupaten Kota yang 
berkaitan dengan lingkungan hidup.
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Asas-Asas Umum dalam Hukum Pidana Lingkungan Hidup
Asas-asas umum yang berlaku dalam hukum pidana lingkungan 
antara lain dikemukakan oleh Muladi (2003:1) sebagai berikut: (1) Asas 
legalitas (principle of legality) bahwa asas ini tekandung di dalamnya asas 
kepastian hukum dan kejelasan dan ketajaman dalam merumuskan 
peraturan hukum pidana, khususnya sepanjang berkaitan dengan definisi 
dari kejahatan lingkungan dan sanksi yang perlu dijatuhkan agar sipelaku 
mentaati normanya. Dalam hal ini terkait akurasi proses kriminalisasi 
dengan segala persyaratannya. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah 
adanya korban, dan kerugian yang jelas dalam rumusan norma 
hukumnya; (2) Asas pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development) bahwa Asas ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi 
jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk 
menikmati lingkungan hidup yang sehat dan baik; (3) Asas pencegahan 
(the precautionary principle) bahwa asas ini mengaskan bahwa apabila 
terjadi bahaya atau ancaman terjadinya kerusakan yang serius dan 
irreversible maka kekurang sempurnaan kepastian ilmiah jangan dijadikan 
alasan untuk menunda cost effective measures dalam rangka mencegah 
terjadinya degradasi lingkungan hidup; (4) Asas pengendalian (principle of 
restraint) bahwa asas ini merupakan salah satu syarat kriminalisasi yang 
menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru dimanfaatkan apabila 
sanksi-sanksi perdata dan sanksi administrasi dan sarana-sarana lain 
ternyata tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak pidana 
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tertentu. Dalam hukum pidana dikenal asas subsidiaritas atau “ultima rasio 
principle” atau asas “ultimum remedium”.
Subjek dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Rumusan Tindak Pidana Lingkungan dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 selalu diawali dengan kata-kata “barangsiapa”. Hal 
ini dapat ditafsirkan sama dengan pengertian “orang”. Namun, dalam 
Pasal 1 butir 32 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah 
Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
Dilain pihak, dapat ditemukan pasal yang mengatur tentang 
pertanggungjawaban badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan 
atau organisasi lain sesuai dengan Pasal 116. Baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun hubungan lain, yang bertindak dalam badan 
hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan 
pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang 
memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat 
apakah orang-orang tersebut, baik berdasarkan hubungan kerja maupun 
hubungan lain melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau 
bersama-sama. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa subjek yang 
dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana lingkungan adalah 
orang dan korporasi (badan hukum) baik secara sendiri-sendiri maupun 
secara bersama-sama. Hal ini berarti tuntutan pidana harus 
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mencantumkan pasal 55 KUHP (Delneming). Dalam hal tindak pidana 
dilakukan oleh korporasi/ badan hukum dan sebagainya, 
pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap: (a) Badan hukum, 
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun 
tidak berbadan hukum ((kelompok); (b) Mereka yang memberi perintah 
untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin; 
atau (c) Kedua-duanya.
Pertanggungjawaban pidana lingkungan didasarkan adanya unsur 
kesalahan dari pelaku, karena dalam rumusan substansi tindak pidana 
lingkungan selalu tercantum adanya unsur sengaja atau 
kealpaan/kelalaian, maka dalam hal ini berlaku asas “tiada hukuman tanpa 
kesalahan” (genstrafzondesculd), artinya seorang tidak dapat dihukum 
tanpa dapat dibuktikan adanya kesalahan dalam diri pelaku.
Dengan adanya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat 
dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana lingkungan menganut 
prinsip liability based on fault (pertanggungjawaban berdasarkan 
kesalahan). Bertolak dari azas kesalahan, maka dalam 
pertanggungjawaban pidana lingkungan, seolah-olah tidak dimungkinkan 
pertanggungjawaban mutlak (strict liability atau absolute liability), 
walaupun ada pendapat bahwa strict liability tidak selalu berarti sama 
dengan absolute liability. Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan 
adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan, dengan menggunakan 
prinsip/ajaran strict liability atau vicarious liability. Terlebih memang tidak 
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mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik lingkungan dan 
kesalahan pada korporasi/badan hukum, kecuali diperlakukan pembuktian 
terbalik.
Penyidik Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Penyidik yang berwenang terhadap tindak pidana lingkungan 
adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas 
dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup. 
Kewenangan penyidik tersebut adalah berdasarkan hukum acara pidana 
yang berlaku.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk: (1) Melakukan 
pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang lingkungan hidup; (2) Melakukan pemeriksaan 
terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana 
di bidang lingkungan hidup; (3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari 
orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di 
bidang lingkungan hidup; (4) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, 
catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
lingkungan hidup; (5) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang 
diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang 
dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan 
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan….. Muhammad Amin Hamid
LEGAL PLURALISM : VOLUME 6 NOMOR 1, JANUARI  2016 103
hidup; (6) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak 
pidana di bidang lingkungan hidup.
Penyidik Pejabat Pengawai Negeri Sipil wajib memberitahukan 
kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebelum 
mereka melakukan penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan 
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, kedudukan Penyidik Pengawai 
Negeri Sipil adalah sangat strategis karena dapat melakukan penyidikan 
sendiri secara langsung dengan mekanisme, bahwa sebelum melakukan 
penyidikan, harus memberitahukan kepada Penyidik Polri dan 
berkewajiban untuk menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum melalui Penyidik Polri. Tetapi perlu diingat, bahwa kemampuan 
teknis Penyidik Pengawai Negeri Sipil harus ditingkatkan, karena untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan tidak hanya dibekali 
pengetahuan tentang tindak pidana lingkungan yang ada dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009, tetapi harus juga memahami ketentuan 
pidana lingkungan yang berada di luar undang-undang tersebut, misalnya 
undang-undang pidana umum, undang-undang kehutanan, undang-
undang pokok agraria, undang-undang hygiene untuk usaha-usaha bagi 
umum, undang-undang zona ekonomi ekslusif Indonesia, undang-undang 
perindustrian, undang-undang perikanan, undang-undang konservasi 
hayati, dan lain sebagainya.
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Pemahaman terhadap substansi hukum pidana lingkungan, adalah 
merupakan pisau analisis untuk melakukan penyidikan, sehingga dapat 
diketahui dengan jelas tentang hal-hal apa yang perlu diarahkan dalam 
penyidikan agar penyidikan dapat berlaku efektif dan efisien.
Jenis Sanksi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Jenis sanksi tindak pidana lingkungan dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1997 adalah: (1) Hanya digunakan pidana pokok berupa 
penjara dan denda, karena tindak pidana lingkungan dalam undang-
undang ini hanya dikualifikasikan sebagai kejahatan; (2) Sanksi “tindakan 
tata tertib” yang dapat dikenakan kepada pelaku/subjek berupa 
orang/badan hukum, berupa: (a) Perampasan keuntungan yang diperoleh 
dari tindak pidana; dan/atau; (b) Penutupan perusahaan 
(seluruhnya/sebagian); dan/atau; (c) Perbaikan akibat tindak pidana; 
dan/atau; (d) Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; 
dan/atau; (e) Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau; (f) 
Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) 
tahun.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara tegas tidak ada 
menyebut adanya “pidana tambahan”. Namun, dapat ditafsirkan bahwa 
bentuk tindakan berupa “perampasan keuntungan” dan “penutupan 
perusahaan” pada hakekatnya dapat dikelompokkan pada pidana 
tambahan. Perampasan keuntungan merupakan perluasan dari 
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“perampasan barang” yang diatur dalam KUHP. Penutupan perusahaan 
merupakan perluasan dari pidana tambahan berupa “pencabutan hak” 
karena penutupan perusahaan dapat mengandung di dalamnya 
pencabutan hak/ izin berusaha.
Proses penanganan suatu tindak pidana, mengacu kepada hukum 
acara pidana yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). 
Proses penegakan hukum pidana berdasarkan KUHAP terdiri atas: 1. 
Pelaporan, pengaduan, atau tertangkap tangan, 2. Penyelidikan, 3. 
Penyidikan, 4. Penuntutan, 5. Persidangan, 6. Putusan, dan 7. 
Pelaksanaan dan pengawasan putusan. Kesemua proses tersebut saling 
terkait dan mempengaruhi satu sama lain, serta saling mendukung untuk 
kelancaran proses selanjutnya.
Dalam proses penegakan hukum tersebut terdapat kelembagaan 
pada setiap proses, diantara kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia 
(Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Jaksa Penuntut Umum, Majelis 
Hakim dan Panitera, Hakim Pengawas dan Pengamat.
Dalam proses penyidikan tindak pidana lingkungan, selain Penyidik Polri, 
PPNS Lingkungan juga mempunyai kewenangan dalam penyidikan 
berdasarkan UUPPLH. Meskipun PPNS mempunyai kewenangan dalam 
melakukan penyidikan, namun untuk melanjutkan hasil penyidikannya ke 
Jaksa Penuntut Umum, PPNS Lingkungan harus melalui Penyidik Polri 
sebagaimana diatur dalam Pasal 107 KUHAP dan Pasal 94 UUPPLH.
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Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi 
Kerugian Negara
Hukum berfungsi mengatur, juga berfungsi sebagai pemberi 
kepastian, pengamanan, pelindung dan penyeimbang, yang sifatnya dapat 
tidak sekedar adaptif, fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. 
Potensi hukum ini terletak pada dua dimensi utama dari fungsi hukum 
yaitu fungsi preventif dan fungsi represif.
Fungsi preventif yaitu fungsi pencegahan, yang dituangkan dalam 
bentuk pengaturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan disain 
dari setiap tindakan yang hendak dilakukan masyarakat yang meliputi 
seluruh aspek tindakan manusia, termasuk resiko dan pengaturan prediktif 
terhadap bentuk penanggulangan resiko itu. Sedangkan represif adalah 
fungsi penanggulangan, yang dituangkan dalam bentuk penyelesaian 
sengketa atau pemulihan terhadap kerusakan keadaan yang disebabkan 
oleh resiko tindakan yang terlebih dahulu telah ditetapkan dalam 
perencanaan tindakan itu.
Tindak pidana lingkungan dapat dikategorikan sebagai administrative 
penal law atau public welfare offences yang memberikan kesan ringannya 
perbuatan tersebut. Dalam hal ini fungsi hukum pidana bersifat menunjang 
sanksi-sanksi administratif untuk ditaatinya norma-norma hukum 
administrasi. Dengan demikian keberadaan tindak pidana lingkungan 
sesungguhnya bergantung kepada hukum lain.
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Kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya yang bersifat 
nyata tetapi juga yang bersifat ancaman kerusakan potensial, baik 
terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan 
karena kerusakan tersebut seringkali tidak seketika timbul dan tidak 
dengan mudah pula untuk dikuantifikasi. Sehubungan dengan itu generic 
crimes yang relatif berat sebaiknya dirumuskan sebagai tindak pidana 
materil, dalam hal mana akibat merupakan unsur hakiki yang harus 
dibuktikan. Namun untuk tindak pidana yang bersifat khusus (specific 
crimes) yang melekat pada hukum administratif yang relatif lebih ringan, 
maka perumusan yang bersifat formal tanpa menunggu pembuktian akibat 
yang terjadi dapat dilakukan.
Kejahatan berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut 
telah membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, 
seperti terjadinya pemanasan global, banjir bandang, kebakaran hutan, 
tanah longsor yang menimbulkan korban baik manusia maupun sumber-
sumber ekonomi masyarakat, fasilitas-fasilitas sosial dan fasilitas umum, 
selain itu turunnya kualitas daya dukung lingkungan telah mengakibatkan 
berbagai endemi penyakit yang menimpa hampir di seluruh wilayah 
Indonesia seperti wabah penyakit demam berdarah, muntaber, paru - paru 
maupun diare dan lain lain.
Kejahatan lingkungan dikatagorikan sebagai kejahatan di bidang 
ekonomi dalam arti yang luas, karena cakupan kriminalitas dan 
pelanggaran lingkungan lebih luas dari kejahatan konvensional lainnya, 
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dampaknya mengakibatkan kerugian ekonomi negara yang luar biasa, 
selain juga berdampak pada rusaknya lingkungan. Sebagai contoh 
pembalakan liar yang dilakukan oleh pengusaha kayu asal Medan Adelin 
Lis, telah merugikan keuangan negara hampir sekitar Rp.227,02 trilyun, 
sedangkan kerusakan lingkungan dapat dilihat adanya penggundulan 
hutan secara liar yang berlangsung dari tahun 1967 telah mengakibatkan 
kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1,8 juta hektar per tahunnya 
meskipun disisi yang lain dapat meningkatkan devisa negara. Di Sumatra 
total penurunan luas kawasan hutan dari 23 juta ha menjadi 16 juta ha 
dimana Sumatra Selatan dan Jambi tercatat sebagai wilayah yang 
tercepat penurunan luas hutannya. Di Kalimantan total penurunan luas 
kawasan hutan dari 40 juta ha menjadi 30 juta ha, dimana Kalimantan 
Timur memiliki tingkat konversi hutan tertinggi. Sedangkan di Sulawesi laju 
penurunan luas hutan tergolong rendah, namun lebih karena konversi 
hutan sudah dilakukan pada per¬tengahan tahun 1980-an. Dari 3 pulau 
yaitu Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, dari kurang lebih 69 juta ha luas 
hutan, saat ini hanya sekitar 57 juta ha. Artinya terjadi pengurangan 
kawasan hutan lebih dari 12 juta ha.
Penegakan hukum pidana lingkungan, mempunyai beberapa tujuan 
yang hendak dicapai dalam pemidanaan, yaitu : Pertama, Untuk mendidik 
masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan 
perilaku yang dilarang, Kedua, Mencegah atau menghalangi perilaku 
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potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggungjawab 
terhadap lingkungan hidup.
Dalam hal ini benar-benar harus dipertimbangkan bahwa pelaku 
harus diberi tindakan untuk mengganti sepenuhnya keuntungan ekonomis 
yang diperoleh pelaku sebagai hasil tindak pidananya dan mengganti 
sebahagian dan seluruhnya biaya-biaya penyidikan dan perbaikan kembali 
dari berbagai kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh perbuatan 
pelaku.
Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat 
atau berdayaguna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat 
juga mengharapkan adanya penegakan hukum yang tercapai suatu 
keadilan.
Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus 
diperhatikan. Hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat 
umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan (Sudikno Merto 
Kusumo, 1993:2). Barangsiapa merusak lingkungan harus dihukum : 
Setiap orang yang merusak lingkungan harus dihukum tanpa membeda-
bedakan siapa yang merusak. Jika kita menghukum orang yang telah 
merusak lingkungan, maka pada saat yang sama kita melindungi 
pelestarian lingkungan itu. Dengan demikian kita memelihara struktur 
ekonomi sosial masyarakat. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, 
individualistis dan tidak menyamaratakan.
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Proses pelimpahan berkas perkara melalui Penyidik Polri adakalanya 
menjadi kurang optimal jika PPNS dan Polri tidak saling melakukan 
koordinasi dalam penyidikan, sehingga adakalanya proses pelimpahan 
perkara menjadi lambat. Selain itu, ketika berkas perkara sudah sampai di 
tangan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 138 KUHAP Jaksa 
Penuntut Umum di beri peluang untuk mengembalikan berkas pada 
penyidik jika dianggap belum cukup untuk dapat diajukan kepersidangan. 
Pengembalian berkas tersebut disertai dengan petunjuk untuk melengkapi 
berkas tersebut, akan tetapi KUHAP tidak mengatur sampai berapa kali 
proses ini dapat berlangsung. Hal ini juga menjadi kendala dalam 
penanganan tindak pidana kehutanan. Seharusnya, PPNS, Polri dan 
Jaksa Penuntut Umum memiliki rasa kebersamaan dan koordinasi yang 
baik sesuai dengan semangat yang tergambar dalam sistem peradilan 
pidana (criminal justice system).
Kendala yang dihadapi di atas dapat diminimalkan, dengan 
menerapkan Pasal 95 ayat (1) UUPPLH, yang berbunyi: “Dalam rangka 
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat 
dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, 
kepolisisan, dan kejaksaan di bawah koordinasi menteri” (dalam hal ini 
Menteri Negara Lingkungan Hidup).
Kendala lainnya yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana 
lingkungan, diantaranya:
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1. Ketidaktahuan masyarakat terhadap mekanisme penanganan tindak 
pidana lingkungan dan bagaimana proses pelaporan jika mereka 
menemukan indikasi tindak pidana lingkungan,
2. Kurangnya koordinasi diantara PPNS, Polri dan Penuntut Umum,
3. Tidak digunakannya kewenangan pemeriksaan ulang oleh Jaksa 
Penuntut Umum dalam memeriksa tindak pidana kehutanan guna 
membantu Penyidik dalam pemberkasan, dan tak jarang pula 
ditemukan kurang memadainya pemahaman Jaksa Penuntut Umum 
terhadap aturan-aturan hukum yang dapat dipakai untuk menjerat 
pelaku tindak pidana lingkungan,
4. Lamanya proses pemeriksaan perkara hingga putusan hakim, sehingga 
sulit untuk memenuhi asas peradilan yang cepat,
5. Terbatasnya ahli di bidang lingkungan,
6. Masih ditemukannya sikap oknum yang arogan dengan kewenangan 
yang dimiliki, yang seharusnya masing-masing dapat memperbaiki 
kapasitasnya dan saling mendukung kelancaran setiap tahap 
penanganan perkara.
7. Adanya kecenderungan untuk saling menyalahkan antara satu aparat 
Kepolisian, Kejaksaan dan dinas sektoral atau pemerintah daerah, yang 
seharusnya mereka saling berkoordinasi dalam menegakkan hukum,
8. Kurang melibatkan para pakar yang ahli dalam bidang sektoral (yang 
terkait substansi kasus lingkungan), lingkungan hidup, korporasi dan 
lainnya yang seharusnya dilibatkan sejak awal pada tahap penyelidikan 
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atau setidak-tidaknya pada tahap penyidikan guna membantu 
melakukan kajian atau audit lingkungan hidup guna membantu 
memberikan kesimpulan telah terjadinya pencemaran dan atau 
kerusakan lingkungan hidup, sebab pencemaran dan kerusakan 
lingkungan bisa mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup,
9. Adanya backing dari oknum pejabat baik dari pemerintah daerah, dinas 
atau departemen (sektoral), oknum aparat keamanan, dan lain-lain, 
sehingga penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Ditemukannya indikasi sarat dengan muatan korupsi dalam 
penanganan tindak pidana lingkungan dengan adanya bentuk backing 
oknum penegak hukum ataupun aktifitas penyuapan yang melibatkan 
aparat penegak hukum dan pelaku guna mengurangi sanksi pidana atau 
terlepas dari jeratan hukum pidana, sebenarnya dapat dinyatakan bahwa 
pelaku bersama-sama oknum penegak hukum tersebut dinyatakan 
melakukan tindak pidana korupsi.
Selain hal yang dikemukakan di atas, juga terdapat perbedaan 
psikologis antara pengawasan yang dilakukan pejabat pengawas 
(penanganan di bidang administratif) dengan penanganan melalui sarana 
hukum pidana, diantaranya:
1. Pejabat pemerintah (administratif) tidak banyak yang paham tentang 
hukum pidana,
2. Pejabat pemerintah (administratif) bekerja dengan tujuan meningkatkan 
kerjasama pihak pemerintah dengan dunia usaha, sehingga 
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan….. Muhammad Amin Hamid
LEGAL PLURALISM : VOLUME 6 NOMOR 1, JANUARI  2016 113
penanganan melalui sarana hukum pidana dianggap sebagai hal yang 
mengganggu dan patut dihindari sebab mereka perlu waktu untuk untuk 
membina hubungan dengan dunia usaha tersebut, serta mereka takut 
kehilangan prestise atau kepercayaan dari kalangan dunia usaha, 
sehingga ada “keengganan” untuk kesediaan melaporkan terjadinya 
atau adanya tindak pidana lingkungan, apalagi ada kepentingan “politik” 
di dalamnya.
3. Adanya pandangan yang menganggap kejahatan lingkungan hidup 
bukanlah suatu pelanggaran hukum yang serius, kasus ini cukup 
diselesaikan secara administrasi saja, apalagi jika kejahatan tersebut 
dilakukan oleh korporasi. Pelaku kejahatan korporasi, selalu “dianggap” 
warga yang baik dan terpandang di mata masyarakat.
4. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyidik dalam 
menangani kasus yang berkaitan dengan korporasi, menjadikan 
penyidik merasa pekerjaan tersebut “berat” dan menjemukan (karena 
memerlukan pemikiran dan perhatian serta kemauan yang lebih), 
sehingga semangat untuk menangani perkara tersebut semakin lama 
semakin menurun, apalagi mendapatkan hambatan dalam 
membuktikan atau mencari alat-alat buktinya.
5. Adanya “kebijakan” untuk membiarkan pelaku tetap melakukan 
pelanggaran hukum lingkungan untuk jangka waktu yang lama, karena 
penguasa (pemerintah) sedang (masih) melakukan “perundingan” 
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dengan pelaku untuk mencarikan solusinya dan atau mencari biaya-
biaya yang diperlukan untuk menanggulangi hal tersebut.
6. Adanya kecenderungan pihak penguasa (administratif) untuk melihat 
pelanggaran hukum lingkungan sebagai pelanggaran administratif, 
serta memandang penanganan secara hukum pidana tidak dapat 
mengambil suatu keputusan yang cepat, serta adanya kesulitan-
kesulitan dalam pengambilan keputusan dikarenakan munculnya 
pertanyaan-pertanyaan: apakah sarana hukum pidana benar harus 
didayagunakan? Siapa yang berwenang dan siapa yang harus 
menanggung biayanya? Apakah penanganan tersebut secara ekonomis 
menguntungkan?
Kasus pidana lingkungan hidup, umumnya kompleks dan berbeda 
dengan kasus-kasus pidana pada umumnya yang terjadi dalam kehidupan 
sehari-hari (tindak pidana yang konvensional). Penanganan kasus pidana 
lingkungan hidup perlu memperhatikan aspek keseimbangan antara 
pembangunan dan lingkungan hidup, antara kepentingan pembangunan 
ekonomi dan investasi dengan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan, 
dalam kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang 
berwawasan lingkungan hidup, serta memperhatikan adanya keterpaduan 
dengan aspek teknis.
Adanya keterpaduan dengan aspek teknis (lingkungan) dalam 
penanganan kasus lingkungan hidup, menyebabkan diperlukan adanya 
bantuan dan keterlibatan tenaga-tenaga ahli/teknis lingkungan hidup yang 
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di mulai dari tahap pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, 
sehingga dalam mencapai sasaran dan tujuan penegakan hukum pidana 
lingkungan perlu dilakukan hubungan koordinasi yang saling terbuka dan 
satu visi/misi antara penyidik, penuntut umum dan aparat pemerintah 
(pusat dan daerah) serta instansi sektoral yang terkait.
Guna terlaksananya penanganan kasus pidana lingkungan perlu 
ditingkatkan model operasi yustisi perkara pidana lingkungan segitiga 
terpadu (tri-angle environmental criminal justice system) antara penyidik, 
penuntut umum dan aparat pemerintah (pusat dan daerah serta instansi 
sektoral yang terkait).
Penanganan kasus pidana lingkungan dilakukan dalam kerangka 
kerjasama terpadu mencegah dan meminimalkan adanya perbedaan-
perbedaan dalam persepsi dan aparat pemerintah daerah serta instasi 
sektoral yang terkait memberikan dukungan penuh. Selanjutnya, juga 
perlu terbina persamaan persepsi dan pemahaman antara saksi-saksi, ahli 
dan penuntut umum terhadap aspek teknis dan hukumnya guna dapat 
dikontruksikannya aspek teknis dan aspek yuridis secara tepat.
Pemikiran lebih lanjut mengenai gagasan penegakan hukum satu 
atap (kuhususnya untuk tindak pidana lingkungan) di Indonesia perlu 
dilakukan penyiapan terhadap sistem pengembangan karir dan insentif 
bagi sejumlah polisi dan jaksa yang akan direkrut, Selanjutnya, sistem 
rekruitmen aparat yang masuk ke dalam insitusi penegakan hukum satu 
atap di dasarkan pada penilaian kualitas dan integritas (karakter) yang 
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baik, sehingga akan didapatkan menghasilkan aparat penegak (profesi) 
hukum yang profesional dan memiliki hati nurani dalam mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan.
PENUTUP
Kesimpulan
Upaya penegakan hukum pidana lingkungan dalam menanggulangi 
kerugian negara, harus juga meliputi penegakan hukum dalam arti luas. 
Tentunya hal ini membawa konsekuensi, bahwa upaya peningkatan 
kualitas pembangunan dan penegakan hukum tidak semata-mata menjadi 
tanggung jawab para aparat penegak hukum dan lembaga pengadilan, 
tetapi juga seyogyanya menjadi pusat perhatian dan tanggung jawab 
semua aparat dan pemegang peran di seluruh bidang kehidupan 
(pemerintahan, politik, ekonomi, perdagangan, perbankan, pertahanan-
keamanan dan sebagainya) termasuk masyarakat.
Tindak pidana lingkungan tidak hanya menyebabkan Kerugian 
secara materi (ekonomi) disamping itu juga dapat bersifat ancaman 
kerusakan yang potensial baik terhadap lingkungan hidup ataupun 
kesehatan umum.
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